
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
CLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4286);

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 201, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun'2006 tentang Pedoman Pengelolaan
KeuanganDaerah sebagaimanatelah dirubahdengan PeraturanMenteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 lentang Perubahan Kedua Alas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman PengelolaanKeuanganDaerah, kelenluan batas jumlah Uang
Persedian (SPP-UP) dan Ganli Uang (GU) ditetapkan dalam Peraturan
KepalaDaerah:

b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang penu menetapkan batasan
jumlah SPP Uang Persedian (SPP-UP), SPP Ganli Uang Persedian
(SPP-GU)dan SPPTambahUang (SPP-TU)TahunAnggaran2019;

c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tenlang Penetapan
Jumlah Uang Persedian, Tata Cara Pengajuan Sural Permintaan
PembayaranGanti Uang Persedian dan Surat Permintaan Pembayaran
TambahUang PersedianTahunAnggaran2019.
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang, Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeliksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pelimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemelintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah bererapa kali dirubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemelintahan Daerah (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republlk Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pelimbsngan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

8. Peraturan Menteli Dalam Negeli Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah
terakhir kali dengan Peraturan Menteli Dalam Negeli Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteli Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeli Nomor 64 Tahun 2013 tentarig
Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemelintahan bertasis Akrual
pada Pemelintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 3 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah Kabupaten Sorong
Selatan Tahun Anggaran 2019;

12. Peraturan 8upati Sorong Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemelintah Kabupaten Sorong Selatan;

13. Peraturan 8upati Sorong Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan;



Bataswaktu pengajuanSPP-UP/GUITUke Badan PengelolaKeuangandan
Aset OaerahKabupatenSorongSelatanTahun Anggaran2019 adalahpada
tanggal15 November2019.

Pasal5

Pengisiankembali Uang Persedian (SPP-GU) dapat diberikan apablla dana
Uang Persedian (UP) telah dipertanggungjawabkansekurang-kurangnya
90% (sembilan puluh persen) dan dana Uang Persedian yang telah
dicairkan.

Pasal4

Jumlah perhitungan Uang Persedian (UP) Tahun Anggaran 2019 untuk
setiapOPOsebagaimanatercantumdalam lampiranPeraturanBupatiini.

Pasal3

Penetapanjumlah Uang Persedian (UP) setahunadalah sebesar 1/12 (satu
per dua belas) dari jumlah pagu anggaran program kegiatan setiap OPO
(kegiatanrutin).

Pasal2

Untuk pengisian Kas pada setiap OPO, dapat diajukan Uang Persedian
(SPP-UP)sekalidalam setahun,sedangkanuntukmengantiUangPersedian
dapat diajukanGantiUang (SPP-GU).

Pasal1

PERATUARN BUPATI TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN,
TATA CARA PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
GANTI UANG PERSEOIAAN DAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN TAM BAHAN UANG PERSEDIAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

14.Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang
PenjabaranAnggaran dan Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten
SorongSelatanTahunAnggaran2019;
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Dalam hal Tambah Uang Persedian (SPP-TU)tidak habis digunakandalam
1 (satu) bulan, maka sisa Tambahan Uang Persedian yang ada pads
bendahara pengeluaran harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah
(RKUD).

Pasal10

Batas jumlah pengajuanSPP-TU harus mendapat persetujuandali Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan memperhatikan rincian
kebutuhandanwaktu penggunaan.

Pasal9

(1) Krileria kebuluhanyang sangal mendesaksebagaimanadimaksuddalam
Pasal 5 yailu:
a. Bukan merupakan kegiatan normal dart aktifitas PernerintahDearah

dan tidak dapat dlpredisikansebelumnya.
b. Sifatnyatidak biasaatau lidak diperkirakansebelumnya,sepertl :

1) Penggulanganbencanaalam
2) Bencanasosialyang lidak dapat1:liperkirakansebelumnya.

c. Untuk tanggap darural dalam rangka pencegahanternadap stabililas
penyelenggaraan pemerintahan demi terciplanya keamanan,
ketentramandan ketertibanmasyarakat;

d. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak langgal Sural Perinlah
Pencairan Dana dilerbitkan dan bendahara pengeluaran harus
membuat pertanggungjawabanlerhadap realisasi dana dari SPP-TU
dimaksud.

(2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak
dipenuhi. maka kepada SKPD bersangkutan lidak dapal lagi diberikan
UangPersedian(TU)sepanjangslsa lahunanggaranberjalan.

Pasal8

Sisa dana dari pengajuan SPP-TU yang masih ada pada bendahara
pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus diselorkan kembali ke
Rekenig Kas Daerah selambat-Iambatnya tanggal 31' Desember tahun
berjalan(2019).

PassI 7

Dalam hal peng'gunaanUang Persedianbelum mencapai 90 % sedangkan
OPD yang bersangkulan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang
sangal mendesak, namun sisa dana untuk kegialan dimaksud lidak
mencukupi,maka OPD dapat mengajukanTambah Uang Persedian (SPP
TU).

Passl6
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BERITA DAERAR KABUPATEN SORONG SELATAN TAIIUN 2019 NOMOR:

Diundangkan eliTeminabuan
Pada tanggal
SEKRETARISDAERAH
KABUPATENSORONGSELATAN

Pasal16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal eliundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

BABVDI
PEIfUTUP

Pengelolaan Keuangan Daerah ;
2. Hal - hal yang menyangkut teknis pelaksanaan dalam Peraturan Bupati ini

akan diatur lebih -lanjut dalam Keputusan Bupati.
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